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Pendekatan Sosiologi Dalam Proses Pembentukan
Hukum Nasional
PENDAHULUAN

Keberadaan ilmu sosiologi semakin hari menunjukkan kemampuan dari
ilmu tersebut untuk membantu memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi,
sosial maupun budaya, mengingat segala bentuk aktivitas sosial baik yang bersifat
publik maupun privat akan selalu melibatkan fenomena yang terdapat dalam
masyarakatnya. Khususnya, keberhasilan pembentukan hukum nasional pada masa
yang akan datang tidak akan terlepas dari sumbanéan ilmu sosiologt untuk secara
detail memberikan gambaran (figurasi) terhadap masyarakatIndonesia pada masa
lalu, masa kini dan pada masa yang akan datang,.

Bawman mengemukakan bahwa sosiologi bersama-sama dengan bidang
ilmu yang lain; sejarah, ilmo politik, hukum, kebijakan sosial dan ekonormi
menaruh perhatian pada "fruman madeworld” or the aspect of the world, that
bears an imprint of human activity which would not exist at all but for the action
of human being. Peran ilmu sosiologi akan semakin terasa dengan munculnya
berbagai masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis
dalam menganalisisnya.

Penggunaan pemikiran sosiologi (#hinking sociologically) terhadap ihmu
hukum, melahirkan fenomena yang 1ﬁenarik dalam melihat hukum, khususnya
dalam melihat proses institusionalisasi norma dalam masyarakat Indonesia yang
pluralistik. Pendekatan normatif-dokmatis yang selama ini dipergunakan oleh
hukum, yang menekankan pada "Jaw enforcement” pada akhirnya mengalami
berbagai kesulitan yang descbabkan oleh keterbatasan dmu hukum dokmatis

memahami fenomena sosial secara baik.
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Pendekatan sostologis mampu melihat hukum dari segi efektivitasnya,
dengan memfokuskan perhatiannya pada proses "institusionalisasi” dan
"sosialisasi” norma-norma hukum. Hukum sebaiknya tidak lagi dilihat sebaga:
suatu hal yang otonom dan independent terlepas dari bidang-bidang lainnya, akan
tetapi dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan
interdependent dengan bidang lainnya dalam masyarakat (Rahardjo, 1994).
Pendekatan sosiologi terhadap ilmu hukum dibarapkan mampu melahirkan suatu
solusi secara menyeluruh (comprehensive settlement) dalam merancang sistem
hukumn nasional dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan menjembatani
proses penyesuaian sosial (social adjustment) dapat berjalan/dengan baik dengan

sedikit konflik yang timbul.

PANDANGAN SOSIOLOGI TERHADAP HUKUM (SOCIO-LEGAL
ANALYSIS)

Secara empiris pendekatan, pemikiran dan analisis hukum Iebih bersifat
otonom dan eksklusif, Supremitas hukum sebagai sesuatu yang harus diterima oleh
masyarakat tanpa harus melibatkan bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik
dan ekonomi memperkuat hukum tersebut makin menjadi bidang yang eksoterik,
karena hukum menganggap dapat memenuhi dan mencukupi kebuluhamlya sendiri
(self sufficient), akan tetapi modernisasi dan indu;n‘ialisasi membuat perubahan-
perubahan sostal (social changes) tidak hanya dapat dijelaskan melalui
pendekatan-pendekatan hukum secar dokmatis, mengingat pada kenyataannya
hukum merupakan bidang yang paling rentan dan terpengaruh terhadap perubahan-
perubaan sosial yang terjadi (Friedmann, 1953). Dengan demikian, hukum
memerlukan pendekatan-pendekatan bidang ilmu yang lain khususiya sosiologi

dalam mewujudkan fungsi hukum yaitu tidak hanya mewujudkan ketertiban, dan
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keteraturan akan tetapi lebih menckankan pada aspek keadilan yang merupakan

tuntutan dari masyarakat modern.

Terdapat tiga faktor yang dapat dipakai sebagai alasan, bahwa dunia hukum
membutuhkan ilmu sosiologi dalam penemuan hukum (law finding) dan
pembuatan hukum {(/egal drafting) :

I. Ketidak mampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur
masyarakat Indonesia masa kini secara baik.

2. Keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di
Indonesia dari susunan masyarakat yang bertumpu pada pertanian menjadt
masyarakat industri modern. -

3. Pluralisme masyarakat yang membutuhkan pendekatan integratif dengan
memfokuskan pada kajian multidisipliner.

Ketiga alasan ini, mendorong pendekatan interdependensi antara bidang hukum

dan bidang-bidang ilmu lainnya, khususnya sesiologi (socio-legal analysis).

Sistem hukum tidak lagi hanya meliputi kumpulan perangkat/aturan akan tetapi

lebih merupakan sistem tatanan dan.pola tingkah laku masyarakat yang memiliki

dimensi sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Pendekatan sosiologi terhadap hukum berawal dari pandangan ahli-ahli
sosiologi Talcot Parsons, Roscoe Pound, Emile Durkheim dan Max Weber. Ahli
sosiologi tersebut pada dasarnya menyoroti beketjanya hukum tidak dapat terlepasa
dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum memer[ukan
disiplin ilmu lain dalam memahami bekerjanya hukum. Pound (1911) menckankan
pengkajian terhadap hukum berjalan melalui tahap-tahap mekanis, biologis, dan
psikologis, dan pengkajian hukum secara sosiologis merupakan tahap akhir yang
mendorong perbuatan hukum, penafsiran dan penerapan peraturan-peraturan |

hukum agar memperhitungkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta sosial yang

dihadapa.
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Durkheim (1964) lebih lanjut menekankan hukum merupakan pencerminan

dari bentuk solidaritas masyarakatnya. Terdapat dua bentuk solidaritas masyarakat

terbentuk yaitu melaui solidaritas mekanik dan organik. Secara empiris, solidaritas
masyarakat berubah dari bentuk mekanis ke organis. Bentuk solidaritas organis
terjadi ditandai dengan menurunnya ikatan kolektivitas dan meningkatiya
keleluasaan/kebebasan anggota masyarakat untuk memilih sendiri bentuk-bentuk
hubungan yang dikehendaki dan merancangnya, sehingga hukum diharapkan dapat
menjamin kebebasan hubungan-hubungan para anggota masyarakat dapat berjalan
dengan baik. Bentuk hukum demikian akan selalu menjaga agar tidak ada pihak
yang dirugikan dalam lalu lintas sosial.

Pendekatan sosiologi terhadap hukum, menckankan pada berjalannya
hukum tersebut dalam masyarakat. Jaringan-saling ketergantungan, kondisi
pertukaran dari berbagai tatanan dan ekspansi atau pembatasan kebebasan pelaku
menjadi dasar terhadap kajian sosiologi hukum. Berawal dari suatu pertanyaan
tentang bagaimana sistem hukum bekerja (how the legal system do really work)
dan bagaimana sebaiknya bekerja (row legal system ought to work) menempatkan
adresat hukum (masyarakat) berada pada posisi yang penting dibandingkan hukum
itu sendiri.

Socio-fegal analysis merupakan salah satu” metode yang sesuai untuk
menjawab ketiga keterbatasan pendekatan hukum dokmatis diatas secara baik,
mengingat pengkajian terhadap masyarakat tidak bisa terlepas dari sistem nilat,

yang dapat dipakai sebagai gambaran bagaimana nilai-nilai hukum tersebut
tingkah laku, konflik, ideologi dan harapan-harapan dari masyarakatnya. .
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PLURALISME HUKUM (legal pluralism)

Pluralisme merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian
dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa yang akan
datang. Kompleksitas masyarakat Indonesia yang meliputi: ras, bahasa dan

' kebiasaan-kebiasaan mendorong terbentuknya pluralisme. Tatanan masyarakat
yang pluralistik tidak mengherankan akan mendasari terwujudnya sistem hukum
modern Indonesia yang sebaiknya mampu mengakomodasi keragaman {/ega/
pluralism) (Hooker, 1978). Van Vollenhoven menjabarkan Indonesia menjadi 19
wilayah/masyarakat hukum adat (customary law) yang memiliki karakteristik
tatanan dan norma yang berbeda-beda. Suatu hal yang menjadi tantangan bagi
pembinaén hukum nasional yang bertujuan untuk melakukan unifikasi sistem
hukyum dengan harapan dapat mengakomodasi pluralisme dengan memasukkan
nilai-nilai tradisional (Rahardjo, 1994).

Melihat salah satu fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban dan
keteraturan hubungan-hubungan sosial anggota masyarakat, relatif sulit melakukan
universalisasi sistem hukum terhadap masalah-masalah hukum yang bersifat
khusus, seperti pertanahan, harta benda, perkawinan dan masalah-masalah hukum
perikatan lainnya, schingga dibutuhkan kepekaan dan kemauan untuk melihat
fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat da“lam menentukan standard-standard
hukum yang dipakai.

Sifat pluralistik masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai pola tatanan
sebagai bentuk figurasi masyarakat mengharapkan pembangunan hukum nasional
dapat mencerminkan pluralisme hukum (fegal pluralism) sebagai basic
philosophynya. Hal ini memperkuat pembangunan hukum modern Indonesia
sebaiknya lebih diarahkan pada memberikan jaminan terhadap kebebasan anggota
masyarakat untuk memilih bentuk-bentuk hubungan hukum dan merancangnya

~ sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati,
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HUKUM DAN KEADILAN

Kalau kita berbicara mengenai hukum, salah satu hal yang terlintas pertama
dalam pikiran kita adalah "keadilan”, sehingga sepertinya keadilan merupakan
konsep yang melekat pada hukum. Memang keberadaan hukum diharapkan tidak
hanya untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, akan tetapi lebih jauh
mewujudkan suatu keadilan. Hukum sebagai baglan dari perangkat kerja sosial
berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan lebih
jauh hukum sebagai sarana pengatur juga diharapkan oleh masyarakat dapat
mewujudkan nilai-nilai keadilan yang dikehendakinya. Permasalahan hukum dan
keadilan pada dasarnya berkisar pada suatu pedoman atau staridard terhadap
pembagian sumber-sumber daya secara baik.

Melihat sifat pluralistik masyarakat Indonesia yang memiliki berbagat
sistern nilai dan kebiasaan, rumusan keadilan yang diharapkan oleh masyarakatpun
juga akan bervariasi, tergantung bagaimana masyarakat memberikan nilai terhadap
keadilan tersebut, nilai-nilai tersebut dapat berbentuk: kemerdekaan, kebebasan,
persamaan, kebahagiaan atau kebenaran. Figurasi terhadap kontrak sosial, struktur
sosial, ideologi, kebutuhan dan harapan-harapan sosial akan sangat membantu 1mu
hukum dalam mewtjudkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakatnya.

Permasalahan hukum yang sering muncul yang didasari oleh rasa
ketidakadilan seperti yang menyangkut, pertanahan dan ketenagakerjaan
merupakan salah satu bentuk kegagalan instrumen hukum melibat figurasi
masyarakat secara tepat, yang pada akhirnya berakibat pada timbulnya kekerasan
dan konflik-konflik sosial lainnya.

Dengan memperhatikan fakta-fakta sosial, hukum tidak hanya bcrop@:rasi

pada konscp-konsep yang abstrak seperti, dunia ide dan nilai-nilai akan tetapi juga
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memikirkan lebih konkrit tentang bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya
| yang terbatas kepada anggota masyarakat.

Permasalahan petani dengan PTP Perkebunan di Jawangah, Jember pada
medio 1995, merupakan salah satu contoh bentuk kegagalan instrumen hukum
memahami figurasi sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan secara dokmatis
dengan menggunakan konsep-konsep dan ide-ide yang abstrak tidak sesuai dengan
harapan-harapan sosial (fakta sosial) yang menyebabkan terjadinya konflik sosial
bahkan terjadinya perusakan-perusakan. Berbagai permasalahan-permasalahan
hukum lainnya yang terjadi yang berakibat pada tindakan tindakan demonstrasi,
lebih didominasi oleh terbelenggunya rasa keadilan masyarakat, Memahami
bentuk-bentuk figurasi nilai niali keadilan yang disepakati dalam masyarakat

merupakan salah satu fungsi socio-legal analysis yang dapat menjembatani dusia

ide, nilai-nilai dengan dunia sehari-hari (fakta sosialnya).
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KESIMPULAN

Pembangunan sistem hukum Nasional menuju pada tata kehidupan
masyarakat modern yang bertumpu pada industri tidak hanya diperlukan ide, nilai
dan konsep-konsep hukum yang abstrak, akan tetapi juga harus memperhatikan
fakta-fakta sosial hasil dari figurasi sosial. Sistemn hukum nasional yang modern
diharapkan tidak hanya berisikan kumpulan perangkat/aturan-aturan akan tetapl
lebih merupakan sistem tatanan masyarakat yang memiliki dimensi sosial, budaya,
politik dan ekonomi.

Kemampuan ilmu sosiologi dalam memberikan figurasi terhadap fakta-fakta
sosial merupakan andil yang sangat.berharga sekali dalam mewujudkan suatu
sistern hukum yang tidak hanya beroperasi pada konsep-konsep yang abstrak akan
tetapi juga mewmikirkan tentang bagaimana membagikan sumber-sumber daya

secara baik kepada masyarakatnya dengan memberikan jaminan kebebasan
terhadap anggota masyarakat untuk menentukan bentuk-bentuk hubuhgan yang
disepakati bersama.

Permasalaban-permasalahanhukumn (sosial) yang didominsai oleh
terbelenggunya rasa keadilan masyarkat merupakan salah satu bentuk kegagalan
instrumen hukum memahamii figurasi sosial dengan baik, mengingat keadilan
merupakan suatubentuk pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat
melalui kontrak sosialnya yang natara lain berisikan harapan-harapan sosial. Hal
ini memperkukuh pentingnya pendekatan sosiologis (socio-legal analysis) dalam

memahami proses bekerjanya hukum di masyarakat.
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